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ABSTRAK

JANNATUL MA’WAH. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai
Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep. (Dibimbing oleh
Muchran dan Mukminati Ridwan) Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah M akassar.

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kesesuaian perlakuan
akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kab
Pangkep, Mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari
pembiayaan gadal syariah pada Pegadaian Syariah Kab Pangkep. Daam
penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif, yaitu
penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau
kejadian dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek
atau subjek yang diteliti secara tepat. Adapun pengumpulan data yang dilakukan
oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Pegadaia
Syariah Kantor Cabang Pangkep dan menggunakan data berupa pedoman
akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk
Pembiayaan Rahn.

Dari hasil penelitian Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep telah
menjalangkan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan
Fatwa Dewan Syariah Nasiona Magelis Ulama Indonesia N0.26/DSN-
MUI/I1/2002. Serta Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan
pembiayaan gadai syariah (rahn) untuk tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami
peningkatan.

Kata Kunci: Rahn, Gadai Syariah, ljarah, PSAK 107, Fatwa DSN MUI
No0.26/DSN- MUI/I111/2002.
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ABSTRACT

JANNATUL MA’WA. 2017. Analysis of the treatment of Accounting for Sharia
Pawn Financing (Rahn) at Pegadaian Syariah Pangkep Regency. (Guided by
Muchran and Mukminati Ridwan) Accounting Departement. Faculty of
Economics and Business of Muhammadiyah University of Makassar.

This study aims to determine the suitability of accounting treatment for Sharia
(Rahn) mortgage financing at Pegadaian Syariah Pangkep Regency, knowing the
rate of return on income (profit) from islamic pawn financing on Pangkep Sharia
Pawnshop. In this study the author uses descriptive qualitative research methods,
namely research that describes the data as they are and explains the data or events
by systematically describing the facts and characteristics of the object or subject
under study precisely. The data collection carried out by the outhor is by
interviewing Padagp Branch office employees and using data in the form of
accounting guidelines and ijarah accounting treatment applied in Rahn Financing
products.

From the result of the Pegadaian Syariah Pangkep Regency has spread accounting
guidelines for PSAK 107, and has been in accordance with the application of the
Fatwa Dewan Syariah National Magelis Ulema Indonesia No. 26/DSN-
MUI/1112002. And the rate of return on profits from sharia (Rahn) pawning
financing income for 2015 to 2016 has increased.

Keywords : Rahn, sharia Pawn, ljarah, PSAK 107, Fatwa DSN MUI No.26/ DSN-
MUI/ 111/ 2002.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi
dan dan bisnis non ribawi. Perlu dicatat bahwa apa yang disebut “ekonomi
syariah” adalah bagaimana kita menegakkan syariat islam dimana syariat
disini dalam artian wahyu Tuhan itu sendiri dan sunnah Rasul.
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya mengacu pada
perbankan syariah yang marak jadi pembicaraan publik, akan tetapi pada
sistem berbasis syariah ini juga tidak terlepas pada sistem pegadaian yang
kemudian merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang
bergerak yang dijadikan sebaga jaminan pelunasan atas hutang. Dan
Pegadaian merupakan “trademark” dari lembaga Keuangan milik
pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai. Isu
ekonomi dan keuangan merupakan salah satu isu yang selalu berkembang
dan menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun
masyarakat dunia. Perkembangan ekonomi tersebut akan senantiasa diikuti
dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi, tak terkecuali kebutuhan
akan kredit oleh para pelaku ekonomi. Data statistik menunjukkan bahwa
pemberian kredit di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang telahlama hadir

dalamsgjarah peradaban manusia.GadaiemasSyariah ini dapat



dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek
dankeperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun gjaran baru, hari
raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Pegadaian
Syariah mengacu pada syariah Islam, hal ini bersumberkan pada al-Qur’an
dan as-Sunnah. Quran Surat Al Bagarah : 283 yang dijelaskan bahwa Jika
kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendakliah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada Fatwa MUI no 1 tahun 2004
dikemukakan mengenai haramnya bunga bank yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa : Pertama, praktik
pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada
zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktik
pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram
hukumnya. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram,
baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan
lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Berkenaan

dengan adanya fatwa MUI tersebut mulailah bermunculan lembaga



keuangan syariah termasuk di dalamnyaindustri gadaisyariah.

Pada pegadaian konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal
yang lumrah untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya.
Bahkan beberapa pegadaian konvensional dapat meningkatkan
pendapatannya dengan mengeluarkan pembiayaan gadai emas tersebut.
Karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang dapat
memberikan  nila  jual yang cukup tinggi bagi pegadaian
tersebut.Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang
menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan
sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat
waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya
perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang
lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan
akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada
umumnya.

Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah
terletak pada implementasi bunga. Pada pegadaian konvensional peminjan
atau nasabah harus memberi tambahan sgumlah uang atau persentase
tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu
lain yang telah ditentukan penerima gadai. Sedangkan dalam pegadaian
syariah hal demikian tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Untuk
menghindari adanya unsur riba pada gada syariah dalam usahanya

pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang



sesual dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad gardhul hasan,
akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba’i mugayyadah, dan

akad musyarakah

Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi,
terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan
perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.Semakin
besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gada syariah, maka
perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan
produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan
penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra
perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan
dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai
syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin
yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat
yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik
dengan produktersebut.

Fawa Dewan Syariah Nasionad Magelis Ulama Indonesia
No0.26/DSN- MUI/I11/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan
panduan dalam pengakuan, pengukuran penygjian, dan pengungkapan yang
berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sgak
tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mgelis

Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/111/2002 dan dengan akad pendamping



dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan
gadal syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target
pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan
formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di
IAl. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam

memanfaatkan produk pembiayaan gadaisyariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntans pada
pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk
mengadakan penelitian yang mengangkat judul “Analisis Perlakuan
Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah

Kabupaten Pangkep.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di
atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
“Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (Rahn)
yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep?”
Tujuan Penelitian dan Manfaat Penélitian

1. Tujuan Pen€litian
Adapula tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :
Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai

syariah(Rahn) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep.



2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :
a. Bagi perusahaan, hasil andisis ini bermanfaat bagi perusahaan
sebagaian acuan pertimbangan sebagai input dan kontribusi bagi
M angjemen Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep.
b. Bagi pendliti
a) Dapat menembah pengetahuan dan wawasan dibidang ekonomi
syariah khususnya pembiayaan gadai syariah
b) Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar
sarjana ekonomi, dan untuk mensyiarkan nilai-nilai gjaran Islam
padamasyarakat.
c. Bagi pembaca, sebaga bahan acuan, perbandingan dan referens
untuk peneliti selanjutnya. Dapat menambahpengetahuan mengenai
perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-

produk bank syariah.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A. Tinjauan Pustaka
1. Akuntans Syariah
a. Definis Akuntans Syariah
Lahirnya akuntansi syariah sekaligus sebagai paradigma baru
sangat terkait dengan kondisi objektif yang meliputi umat islam
secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi tersebut
meliputi: norma agama, kontribusi umat islam pada masalalu, sistem
ekonomi kapitalis yang berlakunsaat ini, dan perkembangan
pemikiran.
Gustani, (2016) Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi yang
berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Akuntansi adalah Proses
mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi
untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan
yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi
tersebut. Sedang, Syariah adalah ketentuan hukum Islam yan
mengatur semua aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan
larangan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan
(vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan
(horizontal).Secara praktis, definisi akuntansi syariah adalah
suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti

murabahah, musyrakah, mudharabah, dan lainnya. Sehingga



hadirlahStandar Akuntansi Syariah yang khusus mengatur akuntansi
transaksi syariah pada suatu entitas.

Harahap, (5:2010)” Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah,

yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (lkatan
Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasiona (Magelis Ulama
Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi,
men;j el askan:
Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas
umat manusia yang beris perintah dan larangan, baik yang
menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun
interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang
berlaku umum dalam kegiatan muamaah (transaksi syariah)
mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas
yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan
etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk
agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan
harmonis”.

Dalam Al Qur’an surat Al Bagarah ayat 282 ada tiga nilai yang
menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syari’ah yaitu
nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

Akuntansi Syariah, memiliki “bentuk”, mencoba
memformulasikan dirinya dengan menggunakan beberapa konsep

dasar teori, seperti: instrumental, socio-economic, critical, justice,



all-inclusive, rational-intuitive, ethical, dan holisti, welfare. Konsep
dasar ini diturunkan dari prinsip filosofis. humanis, Emansipatoris,
Trasendental, dan Teleologikal. Dengan konsep dasar teori seperti ini
diharapkan bahwa bentuk akuntansi syariah menjadi lebih baik
holistik dan lebih baik bila dibanding dengan bentuk akuntansi
sebelumnya. Triyuwono, (327:2006)

b.  Akuntans syariah dan Pertanggung jawaban

Muslich, (209:2007)Nilai prinsip dan pertanggung jawaban
dalam akuntansi syariah dalam proses pencatatan dan pelaporannya
menganut sistem berikut:

a. Prinsip Pertanggung jawaban (Accountabilitas)
b. Prinsip Keadilan (Equilibrium)
c. Prinsip Kebenaran (Judgement)

Semua pencatatan transaksi keuangan bisnis harus merupakan
catatan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak
termasuk kepada Allah sebagai pemberi amanah kepada pelaku
bisnis melaui pelaksanaan pencatatan dan pembukuan dalam
akuntansi Syariah.

Pencatatan dan pembukuan dalan akuntans  syariah
mencerminkan tindakan yang mendukung prinsip keadilan yang
harus dilakukakn oleh para pelaku bisnis Syariah. Oleh karena itu,
pencatatan dan pembukuannya harus mencerminkan pemaparan yang

obyektif sesuai dengan kebenaran data dan informasi yang dikerap
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dalam akuntansi syariah.

Dan prinsip berikutnya adalah prinsip kebenaran, yaitu semua
catatan dan transaks yang dialami dan dilakukan adalah catatan dan
transaksiyang benar dan sesuai dengan fakta, apa adanya. Tidak
mengenal dalam akuntansi syariah adanya rekayasa dan tidak

mengenal rekayasa windowdressing dalam praktik akuntansi.

2. Gadai Syariah
a. Pengertian Gadai
Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama
dalam sgjarah peradaban manusia. Namun di Indonesia, praktik gadai
sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa
mel akukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.
wikipedia, (2016)Gadai adalah suatu hak yang diperoleh
seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang
lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut
secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya;
dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. dimana
seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan

uang.
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b. Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman
menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip
syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari
besarnya uang pinjaman.

Gadai syariah biasa juga disebut Ar-Rahn. Ar-Rahn dalam buku
“Bank dan Lembaga Keungan yang dijelaskan Abdullah, (225:2012)
adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini
dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Ar-rahn dalam buku
Perbankan Syariah Umam, (173:2016)Rahn juga diartikan
menjadikan barang yang mempunyai nilai hata menurut pandangan
syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan
boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata
lain, rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak
kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Dalam Kamus lIstilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah
Sholahuddin, (146:2011)Rahn masdar dari rahan-yarhanu-rahnan;
bentuk pularnya rihan[un], ruhuun[un] dan ruhun[un]. Secara
bahasa artinya adalah atstsubut wa ad-dawam (tetap dan
langggeng); juga berarti al-habs (penehanan). Secara syari’i, ar-rahn
(agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar

bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya,



jikadiagaga (berhalangan) menunaikannya.

c. Perbedaan Rahn dan Gadai

Tabel 2.1
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PERBEDAAN RAHN DAN GADAI

TOPIK RAHN GADAI
(Menurut Hukum Islam) (Menurut Hukum Perdata)

Prinsip Dasar Dilakukan secara sukarela | Dilakukan disamping
atas dasar tolong menolong | berprinsip tolong menolong
tanpa mencari keuntungan. | juga menarik keuntungan
Dan tidak adaistilah bunga. dengan cara menrik bunga

atau sewa modal yang
ditetapkan.

Subyek Gadai | Hak gadai berlaku pada | Hak gadai hanya berlaku
seluruh harta, baik hartayang | padabendayang bergerak .
bergerak maupun yang tidak
bergerak.

Biaya Nasabah tidak dikenakan | Nasabah dikenakan bunga
bunga yang dipungut dari | atau sewa modal yang bisa
nasabah adalah biaya | berakumulasi dan berlipat
penitipan, pemeliharaan, | ganda
penjagaan, dan penaksiran
yang ditetapkan dimuka.

Penyelenggara | Dilakukan tanpa melalui | Dilakukan melalui  suatu

suatu lembaga

lembaga yang di Indonesia
disebut perum pegadaian.

Sumber: Susyanti, (256 : 2016)

d. Dalil-Dalil dan Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya gadai menurut 1slam, hukumny adalah boleh (jaiz),

Seperti yang tercantum baik dalam Al-Qur’an, sunah, maupun ijma’.

a. Dalil kebolehan gadai seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an
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surat Al-Bagarah 282-283

Y ang berbunyi : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menulisnya. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi laki-laki di antaranya. Jikatak ada dua orang laki-laki,
maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan jadi saksi
yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi
mengingatkannya”.(QS. Al-Bagarah: 282)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara
tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yag di pegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu
menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah SWT”.(QS. Al-Bagarah: 283)

. Ddil yang berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW sebagi
berikut:

“Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang
yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Y ahudi
berkata: ‘sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku’,
Rasululloh SAW. Kemudian menjawab: “ bohong !
Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit.

Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah
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kalian dengan baju besiku menemui Nya”.

Dalam hadits yang berasal dari Aisyah r.a disebutkan bahwa: “
Nabi SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari
seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya”.
(HR. Bukhari)

“Ketika Nabi SAW wafat baju besinya masih dalam keadaan
menjadi tanggungan utang 20 sha’ (1k 50 kg) bahan makanan
yang di belinya untuk nafkah keluarganya”.(HR. Turmudhi)
Daam hadits yang lain dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW
bersabda:

“Tidak hilang suatu gadaian dari pemiliknya, keuntungannya dan
kerugiannya juga buat dia (pemiliknya)”.

Dalam hadits yang lain dari Anas, katanya:

“Rasululloh SAW telah merungguhkan baju besi beliau kepada
seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair
(gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau”.(HR.
Ahmad, Bukhari, Nasa’l, dan lbnu Majah)

[jmaUlama

Berdasarkan Al-Qur’an dan al-hadits di atas menunjukan bahwa
transaks gadai pada dasarnya di bolehkan dalam Islam, bahkan
Nabi SAW pernah melakukannya. Demikian juga jumhur ulama
telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu

dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.
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Mulazid, (108:2012)Sedangkan dasar hukum pegadaian syariah

sendiri, sebelumnya menggunakan 2 institusi regulator yang

berbeda yaitu:

a)

b)

PP no. 10 tahun 1990 tentang perubahan bentuk badan hukum
perjan pegadaian menjadi perum

PP no. 103 tahun 2000 tentang perum pegadaian

Kemudian pemerintah saat ini telah memberlakukan PP no. 51
tahun 2011 pasal 2 ayat (1) tentang perubahn bentuk badan
hukum perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan
(persero), yang telah ditetapkan oleh Presiden Susilo

Bambang Y udhoyono, di Jakartatanggal 13 Desember 2011.

e. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan

syarat tertentu Soemitra, (398:2009), yaitu:

a. Rukun Gadai : adanyaijab dan kabul; adanya pihak yang berakad

yaitu pihak yang menggadaikan (Rahn) dan menerima gadai

(murtahin); adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta;

adanya utang (marhun bih).

a)

b)

Pelaku, terdiri atas ar-rahin (yang menggadaikan) dan al-
murtahin (yang menerimagadai.

Al-Marhun yaitu barang yang digunakan untuk Rahin untuk
dijadikan jaminan dalam mendapatkanutang.

Al-Marhun bih (utang), syarat utang adaah wajib
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dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut

dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus

jelas (harusspesifik).
d) Sghat, Ijab danQabul
Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai
ketentuan syariah, dan dilakukanlah oleh orang yang layak
mel akukan tasharruf, maka akad ar-rahn tersebut sudah sah.
. Syarat sah Gadai: rahn dan murtahin dengan syarat- syarat:
kemampuan juga berarti kelayakan sesorang untuk melakukan
transaks kepemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli
sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait
dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang
(Marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib
diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan
pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa
dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat
dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dapat
dikuantifikasi, rahn itu tidak sah. Barang (Marhun) dengan syarat
harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai,
marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui
keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin
pemiliknya.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No0.92/DSN-
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MUI/IV/2014Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-
Mautsuq bi al-Rahn) berikut:
a. Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)

a) Barang jaminan(marhun) harus berupa harta (mal) berharga
baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan
dapat diperjua-belikan, termasuk aset keuangan berupa
sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;

b) Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya’
(bagian dari kepemilikan bersama/part of undivided
ownership), maka musya’ yang digadaikan harus sesuai
dengan porsi kepemilikannya;

c) Barang jaminan(marhun) boleh diasuransikan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau
kesepakatan.

b. Ketentuan terkait Utang (marhun Bih/Dain)

a) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;

b) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin
hapus kecuali setelah dibayar.

¢) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta

jangkawaktunya;

d) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka
waktu pembayaran;

€) Apabilajangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal
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diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:mengenakan
ta'widh dan ta'zir dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau
terlambat menunaikan kewajibannya;mengenakan
pembebanan biaya riildalam hal jangka waktu pembayaran

utang diperpanjang.

c. Ketentuan terkait Akad

a)

b)

Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-
piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad gardh,
jua-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa
(ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;

Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya
barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah
tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard),
Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan
(marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik,
mudharib, dan musta’jir) atau pihak ketiga.

Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat
dieksekusi apabila pemegang amanah (al-Amin, antara lain
syarik, mudharib, dan musta’jir) melakukan perbuatan moral
hazard, yaitu: Ta addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang
tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;Tagshir (tafrith),
yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya

dilakukan; atauMukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar
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ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan
syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.
Berakhirnya Akad Rahn

Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal berikut Rodoni,

(72:2015) :

a. Apabila masa yang telah diperjanjikan untu pembayaran utang

telah terlewati maka s berutang berkewajiban untuk membayar
utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan
pinjamannnya maka hendaklah s berutang memberikan izin
kepada pemegang gada untuk menjual barang gadainya
tersebut. Dangan kata lain akad rahn akan berakhir jika Rahin
membayar utangnya.

Jika terdapat klausula, murtahin berhak menjual barang gadai
pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka dibolehkan.
Namun menurut pendapat Imam Syafi’i yang memandang
bahwa dicantumkannya klusula dalam perjanjian adalah batal
hukumnya.

Jika Rahin mensyaratkan marhun tidak dijual ketika utangnya
jatuh tempo, maka rahn menjadi batal. Begitu pulajika murtahin
mensyaratkan kepada rahin  bahwa marhun berhak menjadi
milik murtahin ketika rahin tidak membayar utangnya maka ini
juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“Rahn itu tidak boleh dimiliki, Rahn itu milik orang yang
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mengggadaikan. 1a berhak untuk keuntungan dan kerugiannya™.
d. Ketika marhun dijual dengan perintah hakim atas perintah
rahin.

e. Kaetikabarang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Tinjauan tentang Akuntansi ljarah (PSAK 107)

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi
ijarah, serta yang mencakup pengaturan yang mencakup pengaturan untuk
pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada
perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah.
Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan
Fatwa DSN No0.44/DSN-MUI/VI1I1/2004 tentang pembiayaan multijasa
yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad ijarah ataukafal ah.

2. Dalam ha LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad
ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam
Fatwaljarah.

3. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh
imbalan jasa (ujrah) ataufee.

4. Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam

bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase(%).
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Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam Rahn emas, penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau
penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah
yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan
pengukurannya serta pengungkapan dan penyagjiannya adalah :

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang

dijelaskan dalam PSAK 107, yakni :

1. Pinjaman/ kas dinila sebesar jumlah yang dipinjamkan pada

saatterjadinya.

2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset

(sewatempat) telah diserahkan kepada penyewa(rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saatterjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penygjian dan

pengungkapan meliputi :

1. Penyagjian, pendapatan ijarah disgjikan secara neto setelah dikurangi
beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan, perbaikan

dansebagainya.

2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait

transaksi ijarah dan ijarah muntahiyahbittamlik.
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a Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak

terbataspada:

a) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang

digunakan (jika ada wa’ad pengalihankepemilikan).
b) Pembatasan-pembatasan.
¢) Agunan yangdigunakan.
b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jikaada).

llustrasi jurnal

. Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurna tetapi hanya
membuat tandaterima.
. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepadarahin
PembiayaanGadai/piutang Rpxxx
Kas Rpxxx
. Pada saat bank menerima uang umtuk biaya sewa atas manfaat aset

(sewatempat) yang merupakan pendapatan sewa bagibank.

Kas/piutang Rpxxx
Pendapatansewa Rpxxx
Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadaisyariah
Biayaakadijarah Rpxxx
Uang muka dalam rangkaakadijarah Rpxxx

. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan

membuat tanda serah terimabarang.
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Kas Rpxxx
Pembiayaangadai/piutang Rpxxx
6. Jika pada saat jatuh tempo utang rahin tidak dapat dilunas dan
kemudian barang gadai dijual oleh pihakbank.
a) penjualan barang gadai nilainya sama denganpiutang.
Kas Rpxxx
Pembiayaangadai/piutang Rpxxx
b) jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sumlah sdlisih antara
nilai penjualan dengan saldopiutang.
5. Tahap Akhir Gadai
Hulawa, (26:2014) Jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari
pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, tebus sebagian. Pada dasarnya
nasabah dapat melunasi kewajiban setigp waktu tanpa menunggu jatuh
tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang
telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah
membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah
ditetapkan. Namun apabila nasabah tidak mampu membayar sebesar uang
pinjamannya ditambah jasa simpanan tersebut, maka barang dilelang atau
dijual oleh Pegadaian Syariah.
Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman
beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah
ditentukan. Penjualan barang gadai ini dilakukan setelah pemberitahuan

dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui; 1) surat
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pemberitahuan ke masing-masing alamat; 2) dihubungi melalui telepon; 3)

papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor

kelurahan/ kecamatan untuk cabang didaerah.

Apabila setelah dilakukan penjualan oleh pegadaian syariah ada

kelebihan hasil penjualan barang gadai maka:

1. Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai miliknasabah

2. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke Kantor Cabang Unit

Layanan Gadai Syariahsetempat.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.2

PENELITIAN TERDAHULU

Nama Pendliti/Tahun

Judul

Hasil Pembahasan

Asmitha/2011

Analisis  Perlakuan
Akuntansi
Pembiayaan  Gadai
Syariah PT. Bank
BRI Syariah, Tbk,
Cabang M akassar

Bahwa semua perlakuan akuntansi
pembiayaan gadai Syariah paa BRI
Syariah berpedoman pada Fatwa
No0.26/DSN-MUI/IN11/2002. Dengan
akad pendamping yaitu akad ijarah
(PSAK 107)

Nur Amaliah
Ramadhani/2012

Analisis  Perlakuan
Akuntansi
Pembiayaan Gadai
Syariah PT. Bank BNI
Syariah, Thk. Cabang
M akassar

Sama hanya dengan penelitian
Bahwa telah
menjalankan pedoman Akuntansi
PSAK 107 dan telah sesual
penerapan Fatwa No0.26/DSN-
MUI/I11/2002.

sebelumnya

Hasmirah/2012

Andlisis Sistem

Bahwa beum semua sSistem
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Gadai

kasus

Pembiayaan

Syariah (studi
pada PT Pegadaian
Cabang Syariah Tello)

pembiayaan gadai syariah pada
Pegadaian Syariah berpedoman
pada Dewan Syariah
Nasional Magelis Ulama Indonesia
N0.26/DSN-MUI/111/2002 terutama
pada sistem penetapan biaya
administrasi Pegadaian Syariah.

fatwa

Juliatyn Hulawa/2014 | Analisis  Perlakuan | Berbeda halnya dengan penelitian
Akuntansi sebelumnya bahwa. Daam hal
Pembiayaan Gadai | pendapatan yang diakui dalam
Syariah pada | pembiayaan gadal syariah adalah
PT.Pegadaian pendapatan ijarah yang dihitung
(Persero) Syariah | berdasarkan tarif yang telah
Cabang Gorontalo | ditentukan dari  hasil  taksiran
dengan Gadai | barang gadai.Sementara dalam
Konvensional pada | gadal konvensional di akui sebagai
PT.Pegadaian pendapatan sewa modal dari jumlah
(Persero) Cabang | pinjaman  yang diberikan
Gorontalo Selatan berdasarkan tarif presentase yang
ditentukan
Isnani Ayunia/2015 Pegadaian Bahwa Pegadaian syariah atau
syariah dan dikenal dquan istilah rahn, dalam
pengoperasiannya  menggunakan
perkembangan metode Fee Based Income (FBI)

di Indonesia

atau Mudharobah (bagi hasil).
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C. Kerangka Pikir
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitan dan
tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dikemukakan tentang

kerangka proses berpikir seperti didiskripsikan pada gambar 2.1

Pegadaian Syariah
Kab. Pangkep

Perlakuan Akuntansi
Pembiayaan Gadai Syariah

3

Fatwa Dewan Syariah

HASIL ANALISIS

Rekomendasi

Gambar 2.1
KERANGKA PIKIR
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METODE PENELITIAN

A. Lokas dan Waktu penditian
Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kab. Pangkep yang
memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah beralamat di Jalan Poros Makassar — Parepare Kec
Pangkajene Kab Pangkep. Pendlitian ini membutuhkan waktu sekitar dua

bulan.

B. JenisPenditian

Daam penditian ini penulis menggunakan metode penelitian
Kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa
adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan menggambarkan
secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti
secara tepat.Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi aamiah dan
bersifat penemuan, penelitian ini lebih menekankan pada makna dan
terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas,
untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi
sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data,

dan meneliti sgjarah perkembagan.

Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskipsi, gambaran

atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta,
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sifat-sifatsertahubunganantar fenomenayangdiselidiki dengan interpretasi
yang tepat.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas,
penelitimenggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. StudiKepustakaan
Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur,
peraturan perundangan, dokumen resmi, maalah, tulisan-tuisan
ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah
data sekunder.
2. StudiLapangan
Dimana penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari
kegiatan di lapangan pendlitian langsung dari obyek penelitian.
Daam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi
untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung
kepada responden. Sedangkan responden adalah orang yang
memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti
melalui wawancara respoden tersebut. Teknik ini dilaksanakan

untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.
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b. Observasi (pengamatan)
Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan
cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan
tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga
objektivitas.
c. Dokumentasi
Melakukan review terhadap dokumen-dokumen instansi yang
relevan, serta mempelgjari referensi yang terkait dengan penelitian
yang dilakukan.
D. Jenisdan Sumber Data
Daam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan
digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.
Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data kuaitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai
dengan angka- angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum
perusahaan dan informas lain yang digunakan untuk membahas
rumusanmasal ah.

2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan
angka-angka secaralangsung yang dapat dhitung, misalnya berupa
laporan keuangan perusahaan.

Adapula sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan

langsung terhadap objek penelitian, balk melalui pengamatan,
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wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder
diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan
laporan perusahaan balk yang dipulikasikan maupun yang
tidakdi publikasikan.

E. Metode Analisis
Metode analisis data adalah jalan yang dipaka untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap objek yang ditdliti
atau cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-
milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk
sekedar memproleh kejelasan mengenai halnya.Setelah pengumpulan
data, tahap berikutnya adalah analisis data. Dalam hal ini pendliti
menggunakan beberapa metode yang peneliti anggap representatif untuk
menyel esaikan pembahasan pendlitian ini, di antaranya adalah :
1. Metode Analisislsi
Metode analisis is (Content Analysis) adalah metode yang
menggunakan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti
pada waktu itu ditulis dan untuk menghitung frekuenss munculnya
suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola yang sama,
cara menygjikan ilustrasi dan lain-lain. Maka peneliti menggunakan
metode ini sesusal pada is tinjauan pustaka yang menyangkut

mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah.
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2. Metode Deskriptif-Normatif.

Metode diskriptif yaitu : berusaha mendiskripskan dan
menginterpretasikan (menggambarkan) apa yang ada, baik mengenai
kondis atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh,
proses yang sedang berlangsung dan yang telah berkembang. Maka
peneliti menggunakan metode ini pada saat peneliti berinteraks
langsung kelapangan baik secara wawancara maupun maupun data-
data yang di ambil dari pegadaian syariah kabupaten Pangkep
sehingga peneliti mampu menarik kesimpulan mengenai proses yang
sedang berlangsung baik pendapat yang sedang tumbuh maupun yang

telah berkembang.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sgarah Singkat Perusahaan

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakanmenjadi
tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa
PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk
mencegah prektik riba, mis ini tidak berubah hingga terbitnya
PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT.
Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa
operasionalisasi pegadaian pre Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003
tenteng bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus
diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan
itu.

Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melaui kaian panjang.
Akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah
sebagai langkah awa pembentukan divis khusus yang menangani
kegiatan usaha syariah.

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi
modern yaitu azas rasionalisme, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan
dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan
oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ unit layanan gadai syariah

(ULGS) sebaga satu unit organisasi di bawah binaan divis usaha lain
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Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang
secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian syariah pertamakali berdiri di Jakarta dengan nama Unit
Layanan Gadal Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari
tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar,
Semarang, Surakarta, dan Yogjakarta di tahun yang sama hingga
September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang
pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pagadaian syariah.

Pegadaian syariah dalam menjalankan opersionalnya berpegang
pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produl berbasis syariah
memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai
bentuk karena riba, menetapkan uang sebaga aat tukar bukan sebagai
komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh
imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Pegadaian Syariah Cabang Pangkep di buka pada tanggal 09
Agustus 2010. Status Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pangkep
berkedudukan di J. Poros Makassar-Parepare Kec.Pangkaene
Kab.Pangkep, merupakan satu-satunya Pegadaian Syariah yang didirikan

di Kab.Pangkep.

Vis dan Mis Perusahaan
Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan
membangun hubungan balk dengan berbagal lapisan masyarakat

Indonesia, Pegadaian Syariah bangga bila upayanya dalam membantu
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perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan Pegadaian
Syariah sebagai Pegadaian pilihan masyarakat. Oleh karena itu Pegadaian
Syariah mempunyai Visi dan Misi dalam keberlangsungannya.
1. Vis Pegadaian Syariah
Visi Pegadaian Syariah adalah “Menjadi pilihan utama
masyarakat Indonesia untuk kehidupan keuangan syariah yang lebih
berkah”
2. Mis Pegadaian Syariah
a. Mengangkat persepsi bahwa gadai |ebih baik daripada berutang
b. Memiliki diferensias produk Keuangan Syariah yang tidak
dimiliki oleh instansi keuangan lainnnya.
c. Menjadikan bukti dari keuntungan memilih produk Keunagan
Syariah
Struktur Organisasi Perusahaan
Di Indonesia, setigp organisasi yang sangat sederhaa maupun
maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan
organisas menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini
dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan tanggung jawab
atas pekerjaannnya masing-masing.
Suatu organisasi yang jelas informasi strukturnya biasanya
digolongkan organisasi formal, sedangkan keorganisasian informasi
terjadi dengan adanya jalinan hubungan kerja yang tidak ditetapkan

dengan resmi dalam organisasi tersebut.
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Daam sebuah pemahaman umum, setigp struktur organisas

terdapat beberapa unsur, yaitu:

1.

2.

Adanya sekelompok orang

Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama
Adanya suatu tujuan tertentu

Satu sama lain terkait secara formil

Mempunyai atasan dan bawahan.

Yang menjadi struktur organisas dalam lembaga Pegadaian

Syariah Cabang Pangkep yaitu Unit Layanan Gadai syariah merupakan

suatu unitcabang dari perum pegadaian yang berada di bawah binaan

devis usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara

struktural terpisah pengel olaannya dari usaha gadai secara konvensioanal.

Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk

kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara

konvensional. Namun masih dalam binaan pemimpin wilayah pegadaian

sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Untuk lebih

jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Pegadaian Syariah

Cabang Pangkep sebagai berikut:
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PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKEP

PIMPINAN CABANG
PEGADAIAN SYARIAH
KAB PENGEEP

SEKRETARIAT

Asman Bisnis Asman Hisnis Pengalolaan UPCAUPK
Ernas Syanuh* Rubhn*® Syariah

S—

Pranata

‘ Cialery-24 Syanah®

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 4.2

*) sesuai analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain misalnya

GCG



37

Produk Pegadaian Syariah Cabang Pangkep
Perum Pegadaian merupakan badan usaha milik Negara yang
bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan
utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain dari padaitu
pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu
serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam
segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.
a. ArrumHaji
Pembiayaan ARRUM Hgji pada Pegadaian Syariah adalah
layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan
pembiayaan hgji.
1. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH &
buku tabungan haji
2. Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji
b. Tabungan Emas
Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas
dengan fadilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.
c. Mulia
Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada
masyarakat secara tunal atau angsuran dengan proses mudah dan
jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi aternatif pilihan

investas yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan,
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seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan

anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

. Amanah

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan
tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil

dengan cara angsuran.

. Arrum BPKB

Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) adalah
memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha
dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya
sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Maksimalkan daya guna kendaraan anda.



BABV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasll Penelitian
Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari analisis penelitian

Gadai Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan

jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas

(lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai

jaminan atas pembiayaan (gardh) yang diterima.

Keunggulan gadai Syariah adalah :

1. Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh
Indonesia

2. Prosedur pengguannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur
hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang
berharga lainnya ke outlet Pegadaian.

3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

4. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampa 200 juta
rupiah atau lebih.

5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat
diperpanjang dengan cara membayar ijaroh sga atau mengangsur
sebagian uang pinjaman.

6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh
selama masa pinjaman.

7. Tanpaperlu membuka rekening.
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8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
9. Barangjaminan tersimpan aman di Pegadaian

Dari hasil wawancara bahwa saat ini sangat diminati oleh
masyarakat baik kalangan muslim maupun non muslim yang juga tertarik
akan pembiyaan gadai ini. Jadi siapapun tanpa terkecuali bisa melakukan
gada emas ini dengan tujuan yang baik.Pihak Pegadaian Syariah
menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari
Marhun yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank
memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula
emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan
maksimum pinjaman 90%.

Seperti yang telah di jelaskan pada bab 1l bahwa ada beberapa
syarat dan rukun gadai dimana Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian
ijab dengan gabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh
terhadap obyek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban
dari masing-masing pihak yang melakasnakan, begitupulah pada hasil
penelitian di pegadaan syariah bahwa terdapat dua akad yang digunakan
yaitu aka arRahn dan akad ijarah. Dimana akad tersebut di jelaskan pada
surat pemberian kuasa. Pemanfaatan Marhun bih akan berpengaruh
terhadap akad apa yang akan digunakan.

1) Akad Rahn, adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari
nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan ataspinjamannya.

2) Akad ljarah/Ujrah, adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu
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barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran
upah/sewa tempat, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang
itusendiri.

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian
yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai
syariah. Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada
akad ijarah (PSAK No. 107) yangmeliputi:

a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadaisyariah,

b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah,dan

c) Penyagjian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap
berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.26/DSN-
MUI/I11/2002.

Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa analisis perlakuan
akuntansi pembiayaan gadai syariah pada pegadaian syariah kabupaten
Pangkep menggunakan akad arRahn dan akad pendamping yaitu akad
ijjarah yang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
N0.26/DSN- MUI/I11/2002.

Pembahasan
1. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan GadaiSyariah
a. Akad Rahn
Pada surat bukti Rahn (SBR) yakni MURTAHIN (penerima gadai
daam hal ini PT PEGADAIAN (Persero) dan RAHIN (pemilik

marhun atau kuasa dari pemilik Marhun) sepakat membuat akad Rahn
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sebagal berikut:
Rahin menerima dan setuju terhadap uraian marhun, penetapan taksiran
marhun, Marhun Bih, tarif ujruh, biaya admnistrasi yang tertera pada
surat bukti Rahn dan nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah
penerimaan Marhun Bih.
Marhun adalah milik rahin, milik pihak lain yang dikuasakan kepada
Rahin dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan
menjamin bukan dari hasil kejahatan, dan tidak dalam obyek sengketa.
Rahin menyatakan telah berhutan kepada murtahin  dan
berkewgjibanuntuk membayar pelunasan marhun bih dan ujruh dan
biaya proses |elang (jika ada).
Murtahin akan memberikan ganti rugi apabila Marhun yang berada
dalam penguasaan Murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang
tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah.
Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan marhun bih sesuai
ketentuan penggantian yang berlaku di Murtahin.
Rahin dapat mengangsur marhun bih, minta tambah marhun bih.
Menebus sebagian marhun sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan
waktut tetap menggunakan akad lama yaitu dengan taksiran dengan
marhun bih lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai taksiran
marhun, maka mengacu pada ketentuan yang berlaku di Murtahin.
Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo

dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang
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dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Murtahin.

Terhadap Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Rahin
sampai terhitung sgjak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 10
hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 hari dari
pelunasan, Marhun tetap belum diambil, maka Rahin sepakat dikenakan
jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Murtahin atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi
(struk).

Apabila sampal dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan,
menebus sebagian Marhun, mengangsur marhun bih, penundaan lelang
maka Murtahin berhak melakukan penjualan (Ielang) marhun.

Hasil penjuaan lelang Marhun setelah dikuang marhun bih, ujrah, biaya
proses lelang (jika ada) dan Bea lelang merupakan kelebihan yang
menjadi hak Rahin. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan, Rahin
setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai
sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin. Jika hasil
penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban
Rahin berupa Marhun Bih, Ujrah, biaya proses lelang (jika ada) dan Bea
lelang maka Rahin gjib membayar kekurangan tersebut.

Rahin dapat datang sendiri untuk melakukan Minta Tambah Marhun
Bih, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang, pelunasan dan
menerima uang kelebihan lelang atau dengan memberikan kuasa kepada

orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom
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yang tersedia, dengan melampirkan foto copy KTP Rahin dan
penerima/kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa

11) Dalam ha Rahin atau kuasanya melakukan Minta Tambah Marhun Bih,
pengambilan Marhun, dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka
hanya dilayani di kantor cabang/ atau unit penerbit Surat Bukti Rahn.

12) Apabila Rahin meninggal dunia dan terdapat hak dan kewagjiban
terhadap Murtahin ataupun sebaliknya, maka hak dan kewagjiban
tersebut dibebankan kepada ahli waris Rahin. Sesuai dengan ketentuan
waris dalam hukum Republik Indonesia

13) Rahin menyatakan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada
Murtahin sepanjang ketentuan yang menyangkut hutang piutang dengan
akad Rahn.

14) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat dan apabilatidak tercapal kesepakatan akan
diselesaikan melaui pengadilan agama setempat.

b. Akadijarah
Pada Surat Bukti Rahn (SBR), yakni MUAJJIR (pemberi sewa dalam hal
ini PT PEGADAIAN (Persero) dan MUSTA’JIR (penyewa atau kuasa dari
Marhun) sepakat membuat akad ijarah sebagai berikut:

1) Musta’jir menyewa ma’jur (tempat penyimpanan/Gudang) milik
Mua’jjir untuk menyimpan Marhun milik Musta’jir.

2) Musta’jir menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang

berlaku di Mua’jjir dan setuju di kenakan ujrah (sewa penyimpanan)
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dan ketentuan Tarif Ujrah yang berlaku di Mua’jjir atau sebesar yang
tercantum dalam Nota Transaks (Struk).

Tarif Ujrah per 10 hari untuk 1 hari sampai dengan 10 hari, dihitung
sampa dengan 10 hari.

Permintaan penundaan lelang dari Musta’jir dapat diberikan tambahan
hari penundaan sesuai ketentuan pada Mua’jjir dan dikenakan Ujrah
sesuai dengan akad ljarah dan ketentuan yang berlaku di Mua’jjir atau
sebesar yang tercantum dalam Nota Transaks (Struk).

Mua’jjir akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada
dalam penguasaan Mua’jjir mengalami erusakan atau hilang yang
disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Ganti
rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Ujrah, sesuai ketentuan
penggantian yang berlaku di Mua’jjir

Apabila Musta’jir meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap
Mua’jjir ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh
epada ahli waris Musta’jir sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum
Republik Indonesia.

Terhadap transaks ulang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih,
mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang dan pelunasan dikenakan
Ujrah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mua’jjir
atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).

Dari penjualan Marhun maka:

a) Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurang Ujrah adalah milik
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Musta’jir. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan adalah satu
tahun sgak tanggal penjualan, dan jika lewat waktu dari yang
ditentukan, Musta’jir menyatakan sebagai sedekah yang
pel aksanaannya diserahkan kepada Mua’jjir.

b) Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Musta’jir berupa
Ujrah maka Musta’jir wajib membayar kekurangan tersebut.

9) Apabila terjadi perselishan dikemudian hari akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat dan apabilatidak tercapa kesepakatan akan
diselesaikan melaui pengadilan agama setempat.

2. Penerapan PSAK 107 ( Akad ljarah)
Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1l mengena perlakuan
akuntansi gadai syariah maka dari itu untuk lebih mudah dipahami, berikut
ini penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta

perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah.

Contoh Pembiayaan gadai emas syariah:

Ibu Sinta menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah untuk keperluan
yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat
denganberat 10 gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 1 April
sebesar Rp. 391.705. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang
haras dibayarkan Ibu Sinta dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat
dipinjam olehnya yaitu:

Ibu Sinta bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp 3.525.000.
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Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak Pegadaian syariah
yang standar yaitu hitungan per tiga bulan jadi Rp. 19.350 x 3 (30
hari/10) x 3 bulan = Rp.174.150. Selain itu, terdapat juga biaya-biaya
lain yang telah ditetapkan seperti terdapat juga biaya administrasi untuk
emas yang berat 10 gram sgjumlah  Rp.16.000. Jika penggadai dan
pihak bank saling sepakat untuk mengangsur pembiayaan gadai syariah
maka jumlah yang dibayar oleh nasabah per tiga bulan dengan jangka

waktu 1 tahun adalah Rp. 3.525.000/3 = Rp. 1.175.000.

Berat emas x nilai pasar emas saat itu = 10 gram x Rp. 391.705 = Rp. 3.917.050

Maksimum pinjaman yang ditetapkan Pegadain Syariah =

90% xRp. 3.917.050 = Rp. 3.525.345 dibulatkan menjadi Rp . 3.525.000

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran

pembiayan gadai emas syariah pada kejadian-kegadian yang penting

sebagai berikut:

a. Padasaat terjadinya akad pembiayaan gadaisyariah
Pegadaian Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat
akad terjadi dan pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu
saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok
pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank
dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No0.107
part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai
sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai
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telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah
diukur sebesar jumlah tiang yang telah diberikan pada saat
penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam
pada prakteknya, pencairan yang dilakukan pegadaian konvensional
diartikan sebaga pemindahan saldo sebesar pokok kredit
(pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum
menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan
bahwa pencairan tersebut hanya bersifat smbolis sgja. Sedangkan,
sesual prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan
ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan
pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva
(baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak pegadaian sebagai
pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai
dengan muamalah, pegadaian syariah cenderung menggunakan
dasarkas(cashbasi s)dalammel akukanpencatatanakuntansinyakarena
merupakan cara yangpalingmanusiawi.

Untuk contoh kasus Ibu sinta di atas, Pegadaian Syariah akan
mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat bank
menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal
sebagal berikut:

1) Padasaat terjadinya akad pembiayaan gadaisyariah

Dr.Pembiayaangardh Rp.3.525.000
Kr.Kas Rp.3.525.000
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Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:
Dr.Kas Rp.16.000
Kr. Pendapatanbiayaadministrasi Rp.16.000
2) Padasaat pelunasan pembiayaan gadaisyariah
Dr.Kas Rp.3.525.000
Kr.Pembiayaangardh Rp.3.525.000

Dr.Kas Rp.174.150
Kr. Pendapatan JasaSewatempat Rp.174.150

a. Padasaat penerimaan angsuran atau cicilan
Sesuai dengan syariah Islam, pegadaian sebagai mitra nasabah
tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran
yang memberatkan keadaan financial nasabah. Dalam pembiayaan
gadai emas pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat
jatuh tempo yaitu perempat bulan setelah akad. Sedangkan.
pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai
syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awa
transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan gadai
syariah, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka pegadaian
melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan biaya sewa akan
kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan
yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila
biaya sewa telah diterima oleh pihak pegadaian sesuai dengan

pencatatan akuntansi yang dilakukan pegadaian syariah yang
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menggunakan dasar kas (cash basis).

Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran
maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok
pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang
telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.
Namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari
besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu
pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip
yang telah diberikan oleh pegadaian kemudian sisanya diakui
sebagal pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

Untuk kasus Ibu Sinta di atas, maka setiap pembayaran
angsuran atau cicilan atas pembiayaan gadai syariah diperlakukan
sebagai pengurang/ mengurangi pembiayaan gadai syariah. Atas
pembayaran ini pihak bank Pegadaian Syariah mencatat sebagai
berikut:

1) Padasaat terjadinya akad pembiayaan gadaisyariah

Dr.Pembiayaangardh Rp.3.525.000
Kr.Kas Rp.3.525.000

Jurnal pada saat hasabahmembayaradministrasi:

Dr.Kas Rp.16.000
Kr. Pendapatanbiayaadministrasi  Rp.16.000



51

2) Padasaat angsuran pembiayaan gadaisyariah
Angsuran bulanl

Dr. KaslbuSinta Rp.1.175.000
Kr.Pembiayaaan gardh ~ Rp. 1.175.000

Angsuran bulan 2
Dr. KaslbuSinta Rp.1.175.000
Kr.Pembiayaaan gardh ~ Rp.1.175.000

3) Padasaat pelunasan pembiayaan gadaisyariah

Pada Angsuran bulan Ke-3

Dr. Kas/rekeninglbuSinta Rp.1.175.000
Kr.Pembiayaaangardh Rp.1.175.000
Dr. Kas/rekeninglbuSinta Rp.1.175.000

Kr.Pembiayaaangardh  Rp.1.175.000

Kesesuaian Praktik Gadai Syariah dengan Fatwa Dewan
SyariahNasional

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik
gadal syaraiah dengan landasan gadai emas syariah bagi lembaga
keuangan syariah yaitu Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/111/2002 tentang
gadal emassyaraiah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-M UI/I11/2002 (RahnEmas)

Menurut Fatwa DSN No0.26/DSN-MUI/111/2002 tentang gadai emas
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syaraiah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

a

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN
No0.25/DSN-MUI/I11/2002 tentangRahn).

Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsipAr-Rahn.

Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh
penggadai(rahin).

Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad
ijarah.

Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh pihak

pegadaian Syariah dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut :

a

Jaminan (barang gadai)

Pegadaian Syariah dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan
barang penggadai sampal semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai
jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan
Fatwa DSN No0.26/DSN- MUI/III/2002 bagian pertama yang
menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat
Fatwa DSN No0.25/DSN-MUI/INN/2002), di mana Fatwa DSN
No0.25/DSN-MUI/111/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin
(penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang)
sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Para
ulama figih juga menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna
apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada

ditangan penerima gadai (murtahin) dan uang yang dibutuhkan telah
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diterima oleh pemberi gadai (rahin). Kesempurnaan rahn oleh ulama
disebut sebagai al- gabdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara
hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad rahn
itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, status hukum barang
gadal terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang
yang dibarengi dengan penyerahanjaminan.
Biaya administrasi dan pemeliharaan
Barang gadai hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan
Pegadaian Syariah yang tidak akan niengambil manfaatnya.
Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa (yang disebut ujrah).
Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya sewa yang telah
dikeluarkannya atas barang gadaian dan pihak penggada akan
membayar sgjumlah yang telah ditetapkan. Biaya tersebut harus dibayar
di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari
atau tidak memperbolehkan pihak bank mengambil keuntungan lagi
dari akad gadai syariah ini. Biaya-biaya tersebut anataralain:
1. BiayaAdministrasi
Menurut beberapa ulama bahwa segala biaya yang bersumber dari
barang yang digadaikan merupakan tanggungan rahin (penggadai).
Biaya administras merupakan ongkos atau pengorbanan materi
yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dalam hal pelaksanaan
akad gadai dengan penggadai (rahin) sehingga biaya administrasi

termasuk menjadi tanggungan penggadai. Sebagaimana dalam
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Fatwa DSN No0.26/DSN- MUI/Ii1/2002 bagian pertama yang
menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat
Fatwa DSN No0.25/DSN-MUI/111/2002), di mana Fatwa DSN
No0.25/DSN-MUI/IN/2002  bagian  ketiga yang menyatakan
pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewgjiban rahin. Namun, dapat juga dilakukan oleh murtahin
(penerima gadai). Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi
tetap menjadi kewajiban rahin. Perhitungan rincian biaya
administrasinya di lakukan oleh pihak Pegadaian Syariah
sendiri.Apabila pihak Pegadaian Syariah telah menghitung total
biaya administrass maka penggadai wajib mengganti biaya
administrasi tersebut dan pihak pegadaian harus merinci biaya
administrasi tersebut kepada rahin. Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN- MUI/I11/2002 bagian ketiga
yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang
(marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata
diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui informasi
besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa sgja yang dikeluarkan
oleh pihak bank dalam melaksanakan akad gadai tersebut.
Misanya, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi,
dil. Namun, biasanya ada pihak pegadaian hanya
menginformasikan total biaya keselurulian sgja yang harus dibayar

oleh penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan
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rincian biaya administrasi ini sangat diperlukan yang kaitannya
dengan ridah hi ridha, di mana biaya administrasi ini dibebankan
kepadapenggadai.

. Biaya Pemeliharaan (sewa tempat)

Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik
dari barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggung jawab atas
seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.
Termasuk biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang
dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu
pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama
bahwa biaya pemeiharaan atau penyimpanan menjadi
tanggungan penggadai (rahin).

Sesuai dengan Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/IN/2002 bagian
keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang
(marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa). Artinya,
penggada (rahin) menyewa tempat di bank untuk menyimpan
dan menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian akan
menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini. Dengan kata
lain, dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah menyediakan jasa
tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada
penggadai (rahin) hingga jangkawaktu gadai berakhir.

Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya

pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang
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diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai
tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau
penyimpanan barang gadaian, pegadaian dapatmemperoleh
pendapatan yang sah dan hala. Pihak pegadaian akan
memperoleh fee atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan
kepada penggadai (rahin). Dengan demikian, gadai emas syariah
sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana
tunai secara cepat. Selain itu, bagi pihak pegadaian sendiri
sebagal penyedia jasa gadai emas syariah hanya akan
memperoleh pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan
(jasa sewa) atas barang gadaian, bukan dari kegiatan gadai
itusendiri.

Pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah (penggadai)
harus memenuhi persyaratan yaitu a) harus dinyatakan dalam
nominal, bukan persentase, b) sifatnya harus nyata, jelas dan
pasti, serta terbatas pada hal- hal yang mutlak diperlukan untuk
terjadi transaksi ijarah, dan c) tidak terdapat tambahan biaya yang
tidak tercantum dalam akad.

Pegadaian Syariah yang juga termasuk sebagai |embaga keuangan
yang berbasis syariah sudah seharusnya menjalankan nilai- nilai
syariah. Sesuai dengan syariah Islam bahwa posisi sebagai mitra
berarti pegadaian tidak diperbolehkan menuntut nasabah

melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansia
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nasabah (penggadai). Apabila saat proses pembiayaan gadai
etnas, penggadai mengalami kesulitan dengan kondisi
finansialnya, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa
pembiayaan. Namun. jika dalam tempo atau jangka waktu yang
ditentukan penggadai tidak dapat melunas kewagjibannya
maka Pegadaian Syariah akanmenjual/melelang barang gadai
tersebut untuk melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan
pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan. Kondisi di mana
kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali kepada
penggadai (murtahin), sedangkan kekurangannya menjadi
kewajiban rahin yang berpedoman pada Fatwa DSN No0.26/DSN-
MUI/111/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas
dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN
N0.25/DSN-MUI/111/2002), di mana Fatwa DSN No0.25/DSN-
MUI/111/2002 bagian kelima.

Jadi produk Islamic Banking (iB) gadai syariah ini didukung
oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) N0.26/DSN-MUI/111/2002,
tentang Rahn Emas. Produk ini oleh iB dinilai sebagai produk yang
sesuai dengan syariah Islam (syariah compliance) karena bebas dari
riba. Selain itu layanan ini juga memberikan keamanan atas penitipan
barang jaminan emas karena dikelola dengan standar keamanan

perbankan dan mendapat perlindunganasuransi.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh

kesimpulan antara lain sebagaiberikut:

a)

Perlakuan akuntansi pembiayaan gada syariah rahn pada Pegadaian

Syariah cabang Pangkep sudah sesuai PSAK 107 (akad ljarah)

dengan uraian yang melipuiti:

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadaisyariah

Kgadian-kgjadian yang penting (critical event) pada pembiayaan

yaitu:

1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan: Pengakuan tersebut sesual
dengan PSAK No0.107

2. Padasaat penerimaan angsuran atau cicilan

3. Pada saat pelunasan pembiayaa gadai emas

Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadaisyariah

1. Pegadaian Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat
pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar
biaya sewa pada saat pelunasan

2. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya
yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut pembiayaan

gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui
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pendapatan oleh pihak bank.

b) Pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah telah sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasiona Mgelis Ulama Indonesia
N0.26/DSN- MUI/I11/2002.

Saran

1. Pada pembiayaan gadai emas syariah yang merupakan satu-satunya
lembaga keuangan Syariah yang menyediakan produk Rahn saat ini
harus lebih dikembangkan mengingatdari pencapaianbaikyang
diraihnya.Selain itu masyarakat jugasangatmendukung produk rahn
ini yang juga dapat membantu kesulitan finansial mereka dengan
mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di
sector rill.

2. Akan tetapi daam ha hokum Islam berdasarkan dari penjelasan
sebelumnya, unsur utama transaksi gadai emas pada dasarnya adalah
transaks pinjaman uang (gardh) oleh nasabah kepada iB. kalau
transaksinya Qardh maka tidak sepantasnya mengambil manfaat dari
harta yang pinjamkan tersebut. Karena itu solusinya adalah dengan
menggunakan mekanisme transaksi jual-beli (murobahah), kerja
sama (syirkah) dengan menjalankan seluruh ketentuan syara yang

berkaitan dengan itu.
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Pembiyaan jenis apa saja yang di sediakan oleh Pegadaian Syariah untuk
nasabah?
Jawab:

Siapa sgja yang boleh melakukan gadai emas pada Pegadaian Syariah?
Jawab:

Apakah pegadaian boleh/ dapat mengambil manfaat atas barang gadai
emas?
Jawab:

Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emasini?
Jawab:

Apakah manfaat yang akan diperoleh nasabah setelah melakukan
transaksi pembiayaan gadai syariah?

Jawab:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang
digunakan oleh pihak pegadaian sebagai pedoman dalam gadai emas
syariah?

Jawab:

Akad apa sgja yang digunakan oleh pihak bank dalam produk gadai
emasini?
Jawab:

Faktor apa sgja yang mendukung keberhasilan dari program gadai syariah
ini?
Jawab:

Bagaimana kebijakan pinjaman yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah
terkait dengan transaksi pembiayaan gadai syariah?

Jawab:

10

Analisis apakah yang digunakan juru taksir dalam menaksir nilai emas
yang akan digadaikan?
Jawab:
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11

Berapa maksimum pinjaman dari nila taksiran tersebut?
Jawab:

12

Apakah adataksiran kerugian pada produk gadai emasini?
Jawab:

13

Bagaimanakah perkembangan jumlah pembiayaan gadai emas syariah
dalam 2 tahun terakhir ini di Pegadaian syariah?
Jawab:

14

Bagaimana pihak pegadaian mengukur pembiayaan gadai emas syariah
pada saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah
dilakukan?

Jawab:

15

Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada penerimaan angsuran dari
nasabah?
Jawab:

16

Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada pelunasan pembiayaan
dari nasabah?
Jawab:

17

Kapan pengakuan pendapatan terkait gadai emas?
Jawab:

18

Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas?
Jawab:

19

Bagaiman contoh kasus (perhitungan) mengenai gadai emas?
Jawab:

20

Apakah semua biaya-biaya dirinci oleh bank kemudian diberitahu ke
nasabah? Atau hanyatotal biaya keseluruhan yang harus dibayar
nasabah?

Jawab:
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21  Apakah biayaadministrasi dan biaya sewa ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman yang diinginkan nasabah? Atas dasar apa biaya-biaya
ditentukan?

Jawab:

22  Berapajangkawaktu yang diberikan (perpanjangan) jikarahin sudah
diperingatkan untuk melunasi utangnya sebelum marhun dilelang atau
dijual?

Jawab:

23  Bagaimana biaya administras dan biaya sewa dibayarkan di depan atau
di akhir, atau bisajuga di angsur bersama dengan angsuran pembiayaan?
Jawab:

24  Bagaimanajikaada sisa penjualan? Apakah diberikan kepada nasabah?
Jawab:

25 BagaimanaFlowchart skema pembiayaan gadai emas?

Jawab:

26  Pengakuan pendapatan dari pegadaian diperoleh dari mana? Apakah
berasal dari biaya administrasi dan sewa atau hal lainnya?
Jawab:

27 Jika terdapat pembayaran angsuran yang kurang maka Pegadaian
Syariah akan mengurangi pokok pinjamannya lebih dulu atau
mengurangi biaya administras dan biaya sewa yang harus dibayar
nasabah?

Jawab:
28  Bagaimanarincian adminstrasi untuk gadai emas syariah?
Jawab:
29 Bagaimanatingakat pelunasan nasabah terhadap pembiayaan gadai emas

syariah?
Jawab:
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30

Apayang menjadi faktor kelancaran atau kendala dalam pelunasan
uatang nasabah ?
Jawab:
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